BAB Il
METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini penulis hanya memaparkan gejala sosial
dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung. Alasan
penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini data
yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara dan bukan pada angka-
angka.

Menurut Anggito dan Setiawan (2018:8) Penelitian Kualitatif adalah
pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena
yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel
sumber data di lakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian
kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis,
kemudian di interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan
manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multi method, naturalistik dan
interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Merupakan
Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan
penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan
penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.

Kountur (2004:105) penelitian deskriptif (descriptive research) adalah jenis
penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas
mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini
data yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara. Semua data yang
dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang akan diteliti. Dengan demikian

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran
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penyajian laporan tersebut. Data yang diambil berasal dari wawancara, catatan

lapangan, dokumen, catatan atau memo.

3.2. Populasi dan Sampel
3.2.1.Populasi Penelitian

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang mungkin daripada
karakteristik tertentu sejumlah objek yang ingin dipelajari sifatnya. Muri

(2017:147). Menurut Muri (2017:148) Populasi dapat digolongkan dalam dua jenis,

yaitu:

a. Populasi terbatas (definite), yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti
luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid dan jumlah mahasiswa.

b. Populasi tidak terbatas (indefinite), yaitu objek penelitian yang mempunyai
jumlah tak terbatas, atau sulit dihitung jumlahnya seperti tinta, air, pasir
dipantai dan padi disawah.

Populasi Penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah berdasarkan populasi

terbatas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.2.2.Sampel Penelitian
Sampel Penelitian yang peneliti tetapkan adalah Satuan Kerja Biro
Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Sekretariat
Direktorat Jenderal PDSPKP, dan Inspektorat Jenderal. Biro Keuangan dipilih
sebagai sampel penelitian karena Biro Keuangan merupakan unit kerja yang
memiliki tugas dan fungsi utama menyusun Laporan Keuangan tingkat
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Biro Keuangan terdapat Pejabat
Pengelola Keuangan, Pejabat Penyusun Laporan Keuangan, Pejabat Penyusun
Laporan Barang Milik Negara dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan
Laporan Barang Milik Negara.
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Sekretariat Direktorat
Jenderal PDSPKP di pilih menjadi sampel karena dalam kedua unit kerja tersebut
terdapat Kepala Bagian Keuangan dan Umum yang memiliki tugas dan fungsi

sebagai penyusun laporan keuangan dan laporan barang milik negara ditingkat
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Eselon 1. Sampel penelitian terakhir adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat
Jenderal dipilih menjadi sampel karena Inspektorat Jenderal merupakan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan atas
setiap kegiatan, APIP akan mendampingi unit kerja dalam pengendalian internal
dalam setiap tahapan siklus anggaran mulai perencaaan, pelaksanaan hingga
pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Pada Inspektorat Jenderal terdapat
Inspektur | dan 5 yang merupakan Mitra Pegawas Internal dalam tugas dan fungsi
penyusunan Laporan Keuangan, untuk itu peneliti akan menjadikan Inspektur I dan
auditor sebagai informan penelitian. Dengan penentuan sampel penelitian tersebut,
peneliti berharap mendapatkan hasil maksimal sehingga tujuan dari penelitian dapat

tercapai.

3.3. Data dan Teknis Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data
primer merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian.
Suwendra (2018:59) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Menurut Fitrah & Luthfiyah (2018:61) dalam penelitian
kualitatif manusia (peneliti) menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan
data di lapangan tidak ada alat yang paling elastik untuk mengungkapkan data
kualitatif kecuali peneliti itu sendiri, artinya manusia sebagai instrumen kunci
adalah peneliti sebagai pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, data
masih belum diketahui, sumber data belum teridentifikasi secara jelas/pasti, cara-
cara menggali data belum diketahui, baik dalam eksploitasi maupun mengungkap
data sehingga keberadaan alat pengumpul data pokok betul-betul sangat
dibutuhkan.

Menurut Sugiyono (2017:224) Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan.
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Beberapa teknik pengumpulan data menurut Muri, (2017:372) adalah
Wawancara, Observasi dan Dokumen. Teknik wawancara memiliki beberapa

kelebihan sebagai berikut:

1. Berhubung karena pewawancara langsung menemui responden, maka response
rate juga lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kuisioner. Apabila
sumber informasi yang tidak berada di tempat, dapat diulangi kembali pada
waktu berikutnya.

2. Sampel penelitian lebih sesuai dengan rencana karena semua sumber informasi
akan dapat ditemui, kalua peneliti dapat menunggu kapan sumber informasi
mau dan siap memberikan informasi

3. Dapat mengumpulkan informasi pelengkap yang akan digunakan untuk
memperkuat pembuktian atau analisis pada penyusunan laporan hasil
penelitian.

4. Visualisasi informasi dapat disajikan dan pewawancara dapat memberikan
respons dan meminta informasi lebih terperinci dan terarah pada fokus

persolaan

Atas pertimbangan tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara memiliki
beberapa jenis yaitu wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencana-tidak
terstruktur dan wawancara bebas. Muri (2017:376). Peneliti menggunakan jenis
wawancara terencana-terstruktur untuk mendapatkan response dari informan dalam
penelitian ini.

Muri (2017:376) menyatakan bahwa wawancara terencana-terstruktur adalah
suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun
secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola
tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya
membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban

sumber informasi secara tepat.

Wawancara terencana-terstruktur akan dilakukan terhadap beberapa
informan sebagai berikut:

STEI Indonesia



1)

@)

(3)

(4)

()

42

Pejabat pengelola anggaran yakni Kepala Biro Keuangan dan Inspektur | pada
Inspektorat Jenderal sebagai informan utama.

Pejabat penanggungjawab penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian
dan Eselon | yakni Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Bagian Pengelolaan
Barang Milik Negara Kementerian, Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Ditjen PDSPKP, dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen Perikanan
Tangkap sebagai informan pendukung.

Auditor pada Inspektorat V yang menangani penyusunan Laporan Keuangan
sebagai informan pendukung.

Pejabat pelaksana pengendalian kepatuhan dan resiko laporan keuangan
sebagai informan pendukung.

Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian pada Biro

Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai informan pendukung.

Berikut adalah nama-nama informan yang akan di wawancara oleh peneliti:

Informan Nama Jabatan
Informan 1 | Cipto Hadi Prayitno | Kepala Biro Keuangan
Informan 2 | Darmadi Aries Inspektur I pada Inspektorat
Informan 3 | Hendry Manaf Kepala Ba}glan Pengelolaan BMN
Kementerian
Maria Laurentia Kepala Bagian Akuntansi
Informan 4 . .
Liana Kementerian
Kepala Bagian Keuangan dan
Informan 5 | Minuk Irawati Umum Direktorat Jenderal
PDSPKP
) Kepala Bagian Keuangan dan
Informan 6 | Sofiyanto Umum Ditjen Perikanan Tangkap
Informan 7 | Ono Juarno Auditor Madya Inspektorat
Informan 8 | Rachmad Manurung | Auditor Muda Inspektorat Jenderal
Martha Lusia Kepala Subbagian Kepatuhan dan
Informan 9 . .
Pasaribu Resiko Laporan Keuangan
Informan 10 Wisnu Danang Pelaksana Penyusun Laporan
Saputro Keuangan
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Sedangkan indikator pertanyaan wawancara penelitian yang akan diberikan

kepada informan dalam mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1. Indikator Pertanyaan Wawancara Penelitian

No Variabel Indikator Penelitian Nom'or
Butir
A. | Anggaran 1. | Pemahaman Makna Anggaran 11. &1.2
2. | Perencanaan Anggaran di KKP 2.1.-2.6.
3. | Penetapan Anggaran di KKP 3.1.
4. | Pelaksanaan Anggaran di KKP 4.1.-4.6.
5. | Pertanggungjawaban Anggaran di KKP 5.1.-55.
6. | Keterkaitan Anggaran dengan Keandalan | 6.1.-6.2.
Laporan Keuangan
B. | Kompetensi 1. | Pemahaman Makna Kompetensi Pegawai 1
2. | Kebutuhan Kompetensi Pegawai di KKP 2
3. | Pengendalian Internal Penentuan 3
Kompetensi Pegawai di KKP
4. | Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai di 4
KKP
5. | Keterkaitan Kompetensi Pegawai dengan 5
Keandalan Laporan Keuangan
C. | Bagan Akun 1. | Pemahaman Makna Bagan Akun Standar 1-2
Standar 2. | Proses Penentuan Bagan Akun Standar di 3-4
KKP
3. | Pengendalian Internal Penentuan Bagan 5
Akun Standar di KKP
4. | Keterkaitan Bagan Akun Standar dengan 6
Keandalan Laporan Keuangan
D. | Keandalan 1. | Pemahaman Makna Keandalan Laporan 1
Laporan Keuangan
Keuangan 2. | Faktor Dominan diantara Anggaran, 2-4

Kompetensi Pegawai dan Bagan Akun
Standar yang berpengaruh pada Keandalan
Laporan Keuangan
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3.4. Metoda Analisis Data

Menurut sugiyono (2017;245) Analisis data kualitatif yaitu proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong, (2000:103) Analisis data kualitatif adalah
Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian kualitatif diharapkan mampu
menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku
yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok tertentu dalam suatu konteks
setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan
holistik.

Proses pengolahan data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara berupa rekaman dengan para informan diproses menjadi
transkrip wawancara menggunakan media komputer dengan microsoft office
versi 2016.

2. Hasil transkrip wawancara yang menjadi hasil penelitian dari seluruh informan
akan dibuat rangkuman untuk mengkaitkan variabel penelitian dengan tujuan
penelitian.

3. Rangkuman hasil transkrip akan dilakukan interprestasi oleh peneliti untuk
kemudian dijadikan kesimpulan pada pokok bahasan selanjutnya.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan JI. Medan Merdeka Timur No.16 Gedung

Mina Bahari 111, Jakarta Pusat.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.1.1. Sejarah

Sejak era reformasi bergulir ditengah percaturan politik Indonesia, sejak itu
pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan
berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi
Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi
pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski
kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia
sangat beragam, baik jenis dan potensinya.

Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui,
seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan
pantai, energi non konvensional serta energi sumberdaya yang tidak dapat
diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral.
Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa
lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan
perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan
Keputusan Presiden N0.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam
Kabinet Periode 1999- 2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai
Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan
pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan
fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10
November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Departemen.
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Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena
berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan
penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan
Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1
Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur
DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui
Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet
setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur
DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan
Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan
Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan

menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.1.2. Profil

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya
merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor
kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan
sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu
mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, Indonesia
sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang
81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga
menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan
secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara
ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh
karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga,
dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran
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manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan
kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan
dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis
tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi
pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti
industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-
KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Nomor 6/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan Dan Perikanan Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

. / —
JDAYA
o SN amave sy owy (S ) MENTERI
AN A
LI 1 Gl DAN SUMBER I SEKEETARIAT JENDERAL }‘ =
7 i
1 [ | T T 1 i
| INSPEKTORAT JENDERAL | o 81RO mmo  mmo |
PERENCANAAN SUMBER DAYA SANUSIA | [HUKUM DAN ORGANISAS] UMUM DAN PENGADAAN !
| SERRETAR 1
1 INSPEKTORAT 1
L L SAT
I INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPERTORAT I DATA, STATISTIE,
! L n DAN INFORMASI
| ] | ]
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING I’LELR-I\EI‘??\I\TSS]:;LT]:,ERGI\H-\
PENGELOLAAN RUANG LAUT PERIKANAN TANGEKAP PERIKANAN BUDIDAYA PRODUK KELAUTAN DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
_— e — e —
- SEKRETARIAT SEKRETARIL ] SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL | DIREKTORAT J ERAL | DIREKTORAT JENDERAL
- DIREKTORAT - o1 || DIREXTORAT ] DIREKTORAT
PERENCANAAN RUANG LAUT FENGELOLAAN DAYA IKAN LOGISTIK FEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTC g REKTORAT
1 . 1 PENGOLAHAN DA [ FEroAmasA PER A
- - [ DIRE
DIREKTORAT DIREKTO EKTORAT A A A
1 JASA KELAUTAN | . PAKAN DAN OEAT 1 1 IASARAN i
=] KONSERVAS ARAGAMAN ] ELAYANAN 1 ?Rt]I)l'K.‘-KZ]??I.:‘_\\:T"I;.T.ﬁit\?!!l'[?:]).ﬁ‘.'i ] — PENANGRNAN PELANGGARAN
| ]
BADAN BADAN
RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTLU,
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
I !
PU PUSAT
RISETF KARANTINA IKAN FPENGENI

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017.



50

4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Anggaran

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman tentang
anggaran mulai dari makna anggaran sampai dengan keterkaitan anggaran dengan
kenadalan laporan keuangan didapat hasil sebagai berikut:
Menurut informan 1 terkait dengan anggaran

“anggaran merupakan kebutuhan dana yang direncanakan untuk digunakan
dalam membiayai semua kebutuhan operasional rutin Kementerian maupun
kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan jangka pendek atau tahunan, jangka
menengah maupun jangka panjang.” ...“pelaksanaan anggaran yang tidak
sesuai dengan program jangka menengah yang sudah di sepakati oleh DPR
pastinya akan membuat pertanggungjawaban anggaran menjadi kurang baik,
akhirnya apa ?... saya bisa pastikan akan banyak penyesuaian akuntansi
disana dan jika itu terjadi pasti auditor BPK akan curiga ada apa? Kenapa
penyesuaiannya banyak?... ini pasti akan mempengaruhi keandalan saat
laporan keuangan akan diterbitkan”.

Pernyataan informan 1 diperkuat oleh informan 2 mengenai anggaran adalah

“anggaran itu dikementerian lembaga atau di KKP terkait dengan pemerintah
tentu terkait dengan APBN, tertuang di dalam PP 90 Tahun 2010. APBN
merupakan rencana keuangan yang disusun secara tahunan oleh pemerintah
negara yang tentunya disetujui oleh anggota DPR.”... “dalam anggaran yang
perlu diperhatikan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan
pertangungjawaban tetapi seharus lebih ditekankan pada tahap
perencanaannya, supaya nanti penyajian laporan keuangannya bisa andal...”

Sedangkan pernyataan tegas oleh informan 5 mengenai anggaran adalah

“... laporan keuangan itu kita harus menyajikan kondisi sesuai fakta-fakta
yang ada kemudian di terapkan. Maka laporan keuangan itu bisa dinilai
keandalannya. Maksudnya jika terjadi perubahan anggaran perlu juga
diuraikan penyebabnya supaya penyusun laporan keuangan tidak keliru
mengartikan fakta-fakta yang akan disajikan”.

Dari seluruh informasi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran pada
prinsipnya adalah rencana keuangan yang disusun baik dengan tujuan jangka
pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk digunakan dalam
membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang ditetapkan melalui mekanisme
kesepakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penyajian tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dalam laporan
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keuangan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga laporan keuangan
dapat dinilai dengan andal.

4.2.2. Kompetensi Pegawai

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman
kompetensi pegawai hingga keterkaitan kompetensi pegawai dengan keandalan
laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Informasi yang diperoleh dari informan 1 mengenai kompetensi pegawai
adalah

“kompetensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang
diberikan oleh pimpinan, kompetensi bisa saja dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan.”... “belum seluruhnya sesuai, masih terdapat pegawai-pegawai
yang secara kompetensi tidak sesuai, KKP itukan merupakan Kementerian
yang awalnya terbentuk dari Departemen Pertanian dimana pada masa itu
pegawai yang bertugas mengelola keuangan banyak yang memiliki disiplin
ilmu bukan dari lulusan ekonomi atau tata buku.”... “kompetensi pegawai
jika kita menggunakan istilah the right man on the right place and the right
time pasti akan mempengaruhi keandalan atau kualitas laporan keuangan,
sebagai contoh, jika pegawai lulusan akuntansi yang ditugaskan sebagai
penyusun laporan keuangan hasilnya hampir dipastikan lebih baik jika
dibandingkan dengan pegawai yang bukan dari lulusan akuntansi, lulusan dari
akuntansi pemerintahan hampir dipastikan akan lebih maksimal menyajikan
laporan keuangan pemerintah jika dibandingkan pegawai yang lulusan dari
akuntansi sektor swasta”

Informasi tersebut diperkuat dengan informan 4 yang menyatakan bahwa

“kondisi kompetensi pegawai di KKP belum sepenuhnya sesuai, baik dari
latar belakang pendidikan maupun keterampilan,”....padahal maksud dari
kompetensi pegawai itu adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan keterampilan maupun pendidikan yang dimiliki.”
...sebagai contoh dengan kondisi normal seorang pegawai dengan lulusan
dari ekonomi atau akuntansi walaupun belum lama bekerja pemahamanan
tentang bagaimana merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan
mempertanggungjawabkan hampir dipastikan akan berbeda dengan pegawai
yang bukan dari dasar pendidikan ekonomi atau akuntansi.... “Kompetensi
pegawai menjadi hal penting dan dominan dalam penyajian laporan keuangan
yang andal, sebab fakta-fakta atas setiap kejadian dalam transaksi hanya bisa
disajikan oleh pegawai yang kompeten.”
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Informasi lain menurut informan 10 juga memperkuat dengan menyatakan bahwa

“Kompetensi dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan sebab jika
dengan pegawai yang memiliki kompetensi masih berbeda disiplin ilmunya
dimungkinkan akan terjadi salah saji dalam penyusunan laporan keuangan,
karena pegwai tersebut tidak mengetahui secara pasti substansi yang terjadi
atau fakta yang telah terjadi”

Dari berbagai informasi yang ada tentang kompetensi dapat diuraikan bahwa
kompetensi pegawai merupakan kemampuan dari pegawai untuk menyelesaikan
tugas. Kompetensi merupakan kemampuan yang dipengaruhi oleh latar belakang
pendidikan. Kompetensi menjadi hal yang dominan dalam mewujudkan keandalan
laporan keuangan, sebab dengan kompetensi yang sesuai, penyajian laporan
keuangan secara jujur sesuai dengan fakta-fakta, dapat diuji dan netral yang

merupakan Kkriteria andal dapat diwujudkan.

4.2.3. Bagan Akun Standar (BAS)

Beberapa pendapat dari informan terkait dengan pemahaman BAS hingga
keterkaitan BAS dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:
Pendapat yang diperoleh dari Infoman 1 mengatakan bahwa

“BAS itu kan kodefikasi akun, jadi BAS itu merupakan kumpulan kodefikasi
akun pastinya sama yang digunakan bukan hanya KKP tetapi seluruh KL
dalam menyeragamkan proses penyusunan anggaran sampai pelaporan
keuangan.” ...“penentuan BAS sebaiknya dimulai saat merencanakan
anggaran, pegawai sudah mulai memetakan BAS yang akan digunakan dalam
anggaran, dan sebaiknya dalam penentuan BAS juga melibatkan pegawai
penyusun laporan keuangan dan APIP supaya ketepatan penggunaan BAS
dapat lebih terarah”. ...”BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi
keandalan laporan keuangan tergantung pada pegawai yang menerapkan
ketentuan BAS itu sendiri. Jika terdapat revisi pengunaan BAS tetapi tidak
diungkapkan secara jujur sehingga tidak bisa dilakukan uji oleh verifikator
maka laporan keuangan bisa menjadi tidak andal.”

Pendapat informan 1 ditegaskan oleh informan 6 yang menyebutkan bahwa

“BAS memang menjadi salah satu alat pengendalian dan sebaiknya yang
menentukan penggunaan BAS adalah ahli ekonomi supaya pada saat
perencanaan anggaran dapat terstuktur dengan baik.” ...kejadian yang
sederhana saja untuk pembelian pakaian seragam biasanya petugas hanya
mengetahui bahwa BAS yang digunakan adalah 52 belanja barang, tetapi jika
mau diperhatikan lebih mendetail penggunaan akun dalam BAS yang tepat
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adalah 521211 vyaitu belanja bahan, kesalahan penentuan BAS ini bisa
menjadi fatal jika tidak dilakukan pengendalian internal, untuk itu saat
penyusunan atau akan dilakukan revisi biasanya dilakukan persetujuan dari
Biro Keuangan, Biro Perencanaan serta di reviu oleh APIP.” ...lebih celaka
lagi klo ada perubahan BAS nggak disajikan di LK, bisa jadi salah saji nnt
muncul pagu angaran negatif lah,,, bisa jadi LK dinilai nggak andal sama
pemeriksa”.

Menguatkan pendapat informan 1 dan 6, informan 7 menyatakan bahwa

“... BAS merupakan kodefikasi yang sudah diatur dalam suatu ketentuan
oleh Kementerian Keuangan.” ...BAS berfungsi sebagai alat pengendalian
mulai tahap perencanaan anggaran sampai pertanggung jawaban pengelolaan
keuangan.” ...”Kondisi di KKP belum semua tertib menerapkan BAS sesuai
dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pemahaman antar
pegawai belum sama, selain itu karena waktu untuk penentuan BAS saat
perencanaan anggaran terlalu sempit sehingga masih sering terjadi revisi atas
penerapan BAS.” ...”Revisi atas penggunaan BAS bisa menjadi faktor yang
mempengaruhi keandalan laporan keuangan jika setelah dilakukan uji pada
saat reviu oleh APIP, petugas tidak dapat jelaskan atau tidak disajikan sesuai
fakta yang ada saat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.”

Dari beberapa pendapat informan mengenai BAS, peneliti menguraikan
bahwa BAS merupakan kodefikasi yang diatur dalam suatu ketentuan oleh
Kementerian Keuangan. BAS merupakan alat pengendalian proses perencanaan
hingga pertanggungjawaban keuangan. Penerapan BAS harus dilakukan oleh
pegawai yang kompeten agar tidak terjadi revisi penggunaan BAS. Jika terjadi
revisi penggunaan BAS perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan agar
tidak menimbulkan kesalahan penyajian yang bisa mempengaruhi keandalan

laporan keuangan.

4.2.4. Keandalan Laporan Keuangan

Mengenai Keandalan Laporan Keuangan beberapa informan menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
Pendapat informan 2 mengenai keandalan laporan keuangan adalah

“...laporan keuangan dapat dikatakan andal jika laporan keuangan tersebut
dapat diuji dan diungkapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.”
...”Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan,
bisa dari siklus anggaran, bisa karena kompetensi pegawai, bisa karena sistem
akuntansi yang saat ini digunakan, atau bisa juga karena ada kepentingan dari
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pimpinan entitas. Tetapi semua tergantung pada karakter dari pegawai yang
ada, jika pegawai memahami substansi dari setiap pekerjaan yang diberikan
secara professional, keandalan laporan keuangan dapat dipastikan terwujud
sesuai dengan tujuan akhir KKP.”

Sedangkan informan 4 memperkuat dengan menyatakan bahwa

“... terkait keandalan laporan keuangan sebaiknya dikembalikan lagi pada PP
71 Tahun 2010 dimana kata andal merupakan salah satu karakteristik
kualitatif dari laporan keuangan dimana informasi harus bebas dari pengertian
yang menyesatkan, dapat diuji dan tidak memihak pada kepentingan
manapun.” ...”Pengungkapan atas informasi tergantung dari kompetensi
pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan.” ...”Kesalahan-
kesalahan pada pelaksanaan anggaran dan penentuan BAS sehingga
dilakukan revisi bisa menjadikan laporan keuangan menjadi tidak andal jika
pengungkapan atas informasi tidak sesuai dengan fakta-fakta sehingga
menyesatkan,” ...”sebaliknya laporan keuangan bisa menjadi andal jika
pengungkapan atas informasi sudah sesuai dengan fakta yang ada sesuai
dengan batas kewajaran informasi yang akan diungkapkan.” ...”Semua dapat
diwujudkan tergantung pada kompetensi pegawai yang akan
mengungkapkan.”

Pendapat informan 2 dan informan 4 ditegaskan oleh informan 8 dengan

menyebutkan bahwa

“,,,sebagai auditor pendapat saya keandalan laporan keuangan dapat terwujud
jika laporan keuangan dapat diuji sesuai dengan fakta yang terjadi apakah
sudah sesuai dengan ketetuan yang berlaku.” ...”keandalan laporan keuangan
berkaitan erat dengan kompetensi dan karakter pegawai yang menyusun
laporan keuangan itu sendiri, sebab dengan pegawai yang kompeten
penyajian laporan keuangan akan bisa diuji kesesuaiannya terhadap ketentuan
yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.”...”pengalaman saya audit LK di
KKP hampir semua objek reviu yang petugasnya lulusan ekonomi penyajian
laporannya bagus maksudnya bisa diuji kebenarannya, sesuai sama dokumen
yang ada.”

Dari berbagai pendapat informan tersebut dapat dijelaskan bahwa terkait
dengan keandalan laporan keuangan merupakan informasi kualitatif yang
seharusnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga bebas dari pengertian yang
menyesatkan selain itu informasi tersebut harus bisa diuji kebenarannya. Keandalan
laporan keuangan dapat diwujudkan jika pegawai yang menyusun laporan

keuangan memiliki kompetensi dalam mengungkapkan informasi.
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5.1.

1.

5.2.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Anggaran dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal jika direncanakan,
dilaksanakan dan dipertanggungjwabkan dengan baik sesuai ketentuan.

Kompetensi menjadi hal yang dominan untuk mewujudkan laporan keuangan
yang andal, dengan Pegawai yang kompeten dalam merencanakan,
melaksanakan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dalam laporan
keuangan akan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan fakta-fakta
yang sebenarnya dalam penyajian informasi didalam laporan keuangan.

Penerapan BAS yang tepat dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal
sebab dengan ketepatan tersebut akan mengurangi penyesuaian dalam sistem

akuntansi yang diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan

SARAN
Anggaran dapat diperhatikan, sebab dapat mempengaruhi keandalan laporan
keuangan.
Penempatan pegawai dilingkungan KKP melakukan evaluasi atas hasil
perekrutan calon pegawai dan assessment pegawai yang khususnya melakukan
tugas sebagai perencana anggaran, pelaksana anggaran, dan pertanggung
jawaban anggaran agar disesuaikan kompetensinya.
Penerapan BAS dilakukan pengendalian secara menyeluruh supaya tidak
terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
Perlu adanya sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam rangka

mewujudkan keandalan laporan keuangan.
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5.3. KETERBATASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENELITIAN SELANJUTNYA.

Penelitian yang dilaksanakan ini terbatas pada penelitian yang ditentukan oleh

peneliti. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor laporan kinerja atau

penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan keandalan

laporan keuangan.
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